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ABSTRAK 

Perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari 
pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan 
sosial. Indonesia telah mengatur perlindungan tersebut melalui Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun dalam praktiknya 
masih ditemukan kesenjangan antara pengakuan normatif dan efektivitas 
perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan 
perlindungan hak penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 serta 
membandingkan penerapan prinsip-prinsip hukum positif dalam regulasi tersebut 
dengan Americans with Disabilities Act (ADA) 1990 di Amerika Serikat dan Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) 2003 
di Belanda. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan 
hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 2016, ADA 1990, dan WGBH/CZ 2003, 
sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, dan 
dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan 
komparatif dengan berlandaskan teori hak asasi manusia, welfare state, 
perbandingan hukum, dan kebijakan publik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 2016 secara normatif 
telah mengadopsi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, namun masih lemah 
dalam aspek penegakan hukum karena tidak disertai mekanisme pengaduan 
individual dan sanksi yang tegas. Sebaliknya, ADA 1990 di Amerika Serikat 
menekankan perlindungan hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme 
litigasi dan kompensasi, sedangkan WGBH/CZ 2003 di Belanda mengintegrasikan 
perlindungan hak disabilitas ke dalam rezim hukum anti-diskriminasi dengan 
pendekatan negara kesejahteraan melalui mekanisme non-litigasi yang aksesibel. 
Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak penyandang 
disabilitas sangat ditentukan oleh keterpaduan antara pengakuan normatif, 
mekanisme penegakan hukum, dan kebijakan publik yang inklusif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan hak 
penyandang disabilitas di Indonesia memerlukan reformasi hukum yang berfokus 
pada penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, dengan mengadaptasi praktik 
terbaik dari sistem hukum Amerika Serikat dan Belanda secara kontekstual sesuai 
dengan sistem hukum nasional. 
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